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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi 

Kewilayahan Terpadu (SIPAKU) di Kecamatan Bandung Wetan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dan menggunakan Teori Efektivitas dengan empat indikator utama 

yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan serta pemantauan dan evaluasi. 

Proses Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi 

terhadap Kasie Pemerintahan, Front Office, operator layanan Disdukcapil pada Kecamatan 

Bandung Wetan serta masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukan bahwa penggunaan 

aplikasi SIPAKU dapat dikatakan sudah efektif, pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara 

optimal untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi. Selain itu, dalam melakukan 

pelayanan publik, efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU juga dipengaruhi oleh kapasitas 

sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana infrastruktur teknologi, serta komitmen 

para stakeholders dalam menerapkan kebijakan publik yang diberlakukan. 

 

Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Efektivitas, SIPAKU. 

  



ABSTRACT 

This study aims to determine the Effectiveness of the Integrated Regional Administration Service 

System (SIPAKU) Application in Bandung Wetan District. This study uses a descriptive qualitative 

method and uses the Theory of Effectiveness with four main indicators, namely target accuracy, 

program socialization, goal achievement and monitoring and evaluation. The data collection 

process was carried out through interviews, observations and documentation studies of the Head 

of Government Section, Front Office, Disdukcapil officers in Bandung Wetan District and the 

community. The results of the study generally show that the use of the SIPAKU application can be 

said to be effective, monitoring and evaluation need to be carried out optimally to increase the 

effectiveness of the use of the application. In addition, in carrying out public services, the 

effectiveness of the use of the SIPAKU application is also influenced by the capacity of human 

resources, the development of technological infrastructure facilities and infrastructure, and the 

commitment of stakeholders in implementing public policies that are enforced. 

Keywords: E-Government, Public Service, Effectiveness, SIPAKU 

 

RINGKESAN 

Ulikan ieu miboga tujuan pikeun mikanyaho Éféktivitas Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi 

Daerah Terpadu (SIPAKU) di Kacamatan Bandung Wetan. Ieu panalungtikan ngagunakeun 

métode déskriptif kualitatif jeung ngagunakeun Tiori Éféktifitas kalawan opat indikator utama, nya 

éta akurasi sasaran, sosialisasi program, kahontalna tujuan jeung monitoring jeung évaluasi. Prosés 

ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan wawancara, observasi jeung studi dokuméntasi ka 

Kepala Bagian Pamaréntahan, panarimaan tamu, aparat Disdukcapil di Kacamatan Bandung 

Wetan jeung masarakat. Hasil panalungtikan umumna nuduhkeun yén pamakéan aplikasi SIPAKU 

bisa disebutkeun éféktif, monitoring jeung évaluasi perlu dilaksanakeun sacara optimal pikeun 

ngaronjatkeun efektivitas pamakéan aplikasi. Salian ti éta, dina ngalaksanakeun palayanan publik, 

éféktivitas pamakéan aplikasi SIPAKU ogé dipangaruhan ku kapasitas SDM, pangwangunan 

sarana jeung prasarana téhnologis, sarta komitmen stakeholder dina ngalaksanakeun kawijakan 

publik anu ditegakkeun. 

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Efektivitas, SIPAKU. 

  



PENDAHULUAN 

Di era revolusi industri 4.0, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan 

reformasi di sektor pelayanan guna menciptakan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berbasis 

teknologi. Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang tidak hanya menyentuh 

sektor privat, tetapi juga memaksa pemerintah untuk mengadopsi teknologi informasi sebagai alat 

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep e-government atau kemampuan 

pemerintah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat secara daring 

menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi negara 

yang efisien, transparan, dan akuntabel. 

Mahmudi (2007 : 128) mengemukakan bahwa, pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagi upaya pemenuhan 

kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut 

Sinambela (2014 : 5) pelayanan publik adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Pada konteks Indonesia, reformasi birokrasi telah berlangsung sejak awal tahun 2000-an 

melalui penerapan prinsip good governance. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk 

menciptakan suatu tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Dalam implementasinya, hal ini 

terwujud melalui digitalisasi layanan publik, termasuk di dalamnya layanan administrasi 

kependudukan. Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi ini tidak selalu berbanding lurus 

dengan peningkatan kualitas layanan. Menurut Kasmir (2017 : 47) kualitas pelayanan di 

definisikan sebagai tindakan atau perbuatan seorang atau organisasi yang bertujuan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan. 

Sejalan dengan salah satu tugas pemerintah yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik pasal 18, dijelaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas 

sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pemerintah Daerah Kota Bandung saat ini memiliki kebijakan tentang Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. Untuk memberikan kepastian 

penyelenggaraan pelayanan publik pada sistem pelayanan yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 yang 

mengatakan bahwa untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, 

dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu merupakan 

satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan 

secara terintegrasi dalam satu tempat yang dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu 

atau satu atap. Sedangkan dalam pasal 35 menjelaskan bahwa: Sistem Pelayanan Terpadu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan dengan tujuan (1) memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, (2) mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat; (3) memperpendek proses pelayanan, (4) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, 

mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dan (5) memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 

Sehingga sistem pelayanan terpadu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan proses 

pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi 



dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual. Pesatnya perkembangan teknologi rupanya 

dipandang sebagai suatu peluang baru untuk mereformasi sistem pemerintahan yang ada di Kota 

Bandung. Pemerintah Kota Bandung saat ini sudah memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi  yang mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan untuk 

memproses, menyampaikan, dan mengelola informasi. Diskominfo meluncurkan sebuah aplikasi 

berrnama SIPAKU (Sistem Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu) yaitu sebuah inovasi 

digital yang yang diperuntukkan untuk kewilayahan di Kota Bandung dan berguna untuk 

memanajemen alur dan proses pengadministrasian dan pelayanan agar menjadi cepat dan akurat, 

dan juga dapat memberikan kepuasan dan menumbuhkan tingkat kebahagiaan warga masyarakat 

serta terhadap tim/petugas pelayanan dan operator di kecamatan agar dapat bekerja dengan 

terstruktur dan rapi berdasarkan pengajuan yang ada. 

Penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU (Sistem 

Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu) di Kecamatan Bandung Wetan menggunakan Teori 

Subagyo yang memiliki empat indikator utama yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, 

pencapaian tujuan, pemantauan dan evaluasi. Aplikasi SIPAKU dapat diposisikan sebagai salah 

satu bentuk konsep smart district atau kawasan administratif yang memanfaatkan teknologi digital 

guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi dan berbasis data sehingga 

diperlukan kajian mendalam seberapa besar efek penggunaan aplikasi SIPAKU dalam 

penyelenggaraan pelayanan administrasi, dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung 

keberhasilan program tersebut dalam konteks pemerintahan daerah. Meskipun secara konsep 

aplikasi SIPAKU telah dirancang untuk mendukung prinsip pelayanan prima dan penerapan e-

Government, kenyataannya penggunaan aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan di 

lapangan diantaranya minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, kurangnya sarana 

dan prasarana pendukung serta komitmen stakeholders dalam pengembangan inovasi aplikasi 

SIPAKU. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian yang dilakukan dalam 

menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU. Penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan terutama dalam inovasi dan pemanfaatan 

teknologi digital untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Efektivitas penggunaan aplikasi 

SIPAKU ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik 

ditingkat Kewilayahan di Kota Bandung. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dimana metode ini tepat untuk menggambarkan persepsi masyarakat dan aparatur 

kewilayahan terhadap implementasi SIPAKU dalam konteks pelayanan administrasi publik. 

Abdusammad (2021: 30) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. 

Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa 

dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering 

disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study. Metode ini dipilih karena memungkinkan 

peneliti untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat efektivitas SIPAKU berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditentukan secara teoritis. Adapun pemilihan teknik, instrumen, dan 

prosedur analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip metodologis yang berlaku dalam 

penelitian sosial, khususnya di bidang administrasi publik. 



Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan dapat diolah menjadi informasi yang 

terstruktur dan terukur, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas 

aplikasi SIPAKU dalam memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, 

akuntabel, dan efisien. 

Pada penelitian ini, data bersumber dari hasil wawancara, observasi lapangan dan studi 

dokumentasi. Selain itu, digunakan juga data-data yang relevan seperti teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini, produk hukum seperti undangan-undang, Keputusan Menteri, Surat Edaran 

Wali Kota Bandung, serta dokumen lainnya. Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah 

populasi dan sampel namun sumber data pada situasi sosial tertentu. Spradley dalam Sugiyono 

(2011: 297) mengatakan bahwa Social Situation atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: 

tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau 

partisipan, informan dalam penelitian sehingga sumber data berasalah dari pegawai di Kecamatan 

Bandung Wetan yang relevan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, operator layanan Disdukcapil pada 

Kecamatan Bandung Wetan, dan front office atau tenaga administrasi yang melakukan pelayanan 

administrasi kependudukan. 

Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono (2008: hal 91-99) yang mengemukakan bahwa prosedur analisis data kualitatif, 

yang harus dikerjakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data 

berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah 

sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2007:270). Uji keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi uji kredibilitas dan triangulasi sumber. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIPAKU di Kecamatan Bandung Wetan 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pelayanan 

konvensional yang selama ini diterapkan di instansi pemerintah bergeser menjadi sistem pelayanan 

berbasis elektronik sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan 

dan strategi pengembangan E-Government. Dimana saat ini, pemerintah Daerah Kota Bandung 

memiliki kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Publik guna memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik pada sistem 

pelayanan yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk mempermudah 

penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem 

pelayanan terpadu. Pemerintah Kota Bandung saat ini sudah memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi yang mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan untuk 

memproses, menyampaikan, dan mengelola informasi salah satunya dalam mengelola dokumen 

administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Diskominfo yaitu SIPAKU (Sistem 

Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu), sebuah inovasi digital yang yang 

diperuntukkan untuk kewilayahan di Kota Bandung. Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses 

melalui laman resmi https://sipaku.bandung.go.id, yang diharapkan proses pelayanan akan jauh 

lebih mudah, cepat, efisien, terstruktur, akurat, dan rapi, serta dapat meningkatkan kepuasan dan 

kebahagiaan masyarakat atas pelayanan prima yang diberikan oleh kecamatan terutama yang 

berkaitan dengan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan dan dokumen Umum. Aplikasi 



SIPAKU hadir bermula di Kecamatan Sukasari pada tahun 2018 sebagai sebuah inovasi 

kewilayahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang 

administrasi kependudukan. Latar belakang munculnya aplikasi ini dikarenakan adanya beberapa 

masalah terkait ketidak pastian waktu pelayanan dan komplain warga masyarakat yang sering 

terjadi di kewilayahan mengenai proses pelayanan yang diakibatkan oleh penataan sistem dan alur 

pelayanan yang kurang terstruktur dan rapi, sehingga sering kali menimbulkan kekecewaan 

terhadap warga yang mengajukan permohonan penerbitan dokumen di Kecamatan. Melihat 

dampak positif dari implementasi awal aplikasi SIPAKU di Kecamatan Sukasari, Pemerintah Kota 

Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengambil langkah strategis 

dengan mengadopsi dan mengembangkan aplikasi tersebut guna diimplementasikan secara lebih 

luas sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 489/SE.041-Diskominfo tanggal 9 

April 2021. Pengambilalihan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam 

mendorong digitalisasi layanan publik secara merata di seluruh wilayah administrasi. 

Analisis efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU dilakukan dengan memperhatikan 4 

dimensi utama. 

1. Ketepatan Sasaran 

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk menganalisis 

efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU dalam mengukur sejauh mana ketepatan sasaran suatu 

program yang sudah ditentukan sebelumnya. Indikator yang digunakan dalam mengukur 

dimensi ketepatan sasaran ini adalah masyarakat sesuai target aplikasi dan pemanfaatan oleh 

masyarakat, kedua indikator ini lebih berorientasi untuk jangka pendek dan lebih bersifat 

operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara indvidu maupun sasaran yang 

ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. 

Begitu juga sebaliknya, apabila sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka nantinya akan 

menghambat pelaksanaan bagi kegiatan itu sendiri 

Penggunaan aplikasi SIPAKU dalam pengurusan dokumen administrasi merupakan sebuah 

terobosan baru dalam penerapan pemerintahan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan konsep 

e-government menurut Kurniawan (2006) yaitu semua tindakan dalam sektor publik baik di 

tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melibatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan 

dan efektif dengan tujuan mencapai good governance dimana dalam penerapannya sangat 

penting guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna, serta mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Sosialisasi Program 

Sosialisasi program adalaah proses mengkomuniksikan program-program perusahaan 

kepada mssyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam 

lingkungan tertentu (Widjaja, 2008:31). Memberikan informasi merupakan langkah awal yang 

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal serta memperlancar dalam 

melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. 

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU di Kecamatan Bandung Wetan 

perlu diketahui kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi ini, dengan indikator keterbukaan 

informasi, sosialisasi oleh petugas dan pemahaman penggunanya. 

Dalam sosialisasi penggunaan aplikasi SIPAKU penyampaian informasi yang dilakukan 

tidak memanfaatkan media digital yang saat ini masif diakses oleh masyarakat dalam mencari 

sebuah informasi dan dari sisi masyarakat masih terdapat kekurangan yaitu aplikasi hanya dapat 



digunakan untuk memantau sejauh mana proses pengajuannya sudah berjalan, tidak dapat 

mencetak dokumen secara mandiri, namun penggunaan aplikasi SIPAKU tetap berhasil 

memangkas alur pengurusan dokumen dan mempersingkat antrian pelayanan serta 

memudahkan masyarakat dalam memantau proses pengajuan dokumen. 

3. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian tujuan ini untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara hasil program 

dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Keseluruhan upaya pencapaian 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin maka diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-

bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. 

Dalam pencapaian tujuan, indikator yang digunakan ialah kecepatan pelayanan, kesesuaian 

dengan SOP serta kepuasan masyarakat. 

Peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan 

menciptakan demokrasi. Menurutnya, adanya administrasi publik bertujuan untuk memberikan 

pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah 

meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih 

menguntungkan bagi pemerintah ketika dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan 

menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga disebut 

dengan “organized democracy”. 

4.  Pemantauan dan Evaluasi 

Kegiatan ini dilakukan setelah dilaksanakannya program dalam beberapa waktu sebagai 

bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi berbagai tindakan mengecek 

maupun membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. 

Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku maka perlu dilakukan 

tindakan korektif untuk memperbaikinya. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dinamika implementasi dan potensi perbaikan secara periodik dengan 

indikator tanggapan terhadap keluhan, pembaruan system, dan pendampingan petugas. 

Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasi kegunaan dari program yang sedang 

berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas 

manajemen dan administrasi program, serta mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak 

yang mensponsori program tersebut (Rossi & Freeman, 1993:4). 

Penyelesaian masalah dilakukan secara bottom-up dimana penyelesaian masalah dilakukan 

dari level paling bawah yaitu tenaga administrasi maupun operator pelayanan Disdukcapil pada 

Kecamatan Bandung Wetan dimana para tenaga administrasi maupun operator pelayanan 

didorong untuk aktif dalam mengambil keputusan dan memberikan masukan terhadap masalah 

yang dihadapi sehingga proses pengurusan dokumen administrasi lebih cepat dan efisien. 

 

Analisis Faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pelayanan 

Administrasi Kewilayahan Terpadu (SIPAKU) di Kecamatan Bandung Wetan 

Kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa tolak ukur penting seperti 

proses, isi dan konteks atau suasana dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Penggunaan 

aplikasi SIPAKU merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. Dimana dalam penerapannya 

didukung oleh berbagai faktor, begitu pula dalam penggunaan aplikasi SIPAKU di Kecamatan 

Bandung Wetan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU di Kecamatan Bandung Wetan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 



1. Sumber Daya Manusia 

Kecakapan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan publik sangatlah 

mempengaruhi keberhasilan suatu program. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber daya manusia di Kecamatan Bandung 

Wetan yang melakukan pelayanan administrasi secara umum telah menguasai keterampilan 

TIK dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik.  

Meskipun petugas administrasi ini tidak mendapatkan pelatihan khusus, kemampuan 

petugas dalam menangani permasalahan yang timbul juga membuat penggunaan aplikasi 

SIPAKU menjadi lebih efektif dan efisien. 

2. Sarana dan Prasarana 

Dalam mengelola pelayanan publik khususnya yang menggunakan aplikasi berbasis 

digital, tentu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana adalah 

segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan agar berjalan lancar, teratur, efektif, serta 

efisien. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan mendukung terciptanya suasana kerja 

yang baik pula. Kecamatan Bandung Wetan telah memfasilitasi petugas pelayanan administrasi 

kependudukan dengan menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dapat 

diakses setiap saat. Meskipun terkadang, jaringan internet dirasa kurang stabil, namun 

penggunaannya tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam proses pelayanan publik. 

3. Komitmen para stakeholders 

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik atau pemerintah dimana kualitas sebuah kebijakan publik dapat 

diketahui melalui beberapa tolak ukur penting seperti proses, isi dan konteks atau suasana 

dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Komitmen ini penting untuk menunjukan 

transparansi, akuntabilitas dan kemudahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

Komitmen ini tidak hanya dapat dilihat dari statistik penggunaan aplikasi SIPAKU melalui 

data register pelayanan, tidak adanya proses pemantauan dan evaluasi juga mencerminkan 

kurangnya komitmen pimpinan karena dalam hal ini, penggunaan SIPAKU di wilayah 

Kecamatan Bandung Wetan terasa hanya sekedar formalitas dalam menerapkan kewajiban yang 

diberikan oleh Pimpinan Tinggi. Meskipun penggunaannya sangatlah sederhana, dari sisi 

pengembang aplikasi, inovasi yang dihadirkan justru terlihat setengah-setengah, dimana dalam 

penggunaannya tidak semua fitur dapat dipakai dan pemakaiannya juga terbatas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas penggunaan aplikasi 

SIPAKU di Kecamatan Bandung Wetan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU dapat dikatakan sudah efektif. Karena efektivitas 

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sebuah tujuan, 

tetapi hanya melihat apakah proses sebuah program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam penelitian ini dilihat dari ketepatan sasaran 

penggunaan, sosialisasi program yang dilakukan, tujuan yang sudah tercapai meskipun proses 

pemantauan dan evaluasi belum dilakukan secara optimal. 

2. Dari hasil analisis, efektivitas penggunaan aplikasi SIPAKU juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kecakapan sumber daya manusia yang tersedia, sarana dan prasarana yang memadai 



serta komitmen para satkeholders terhadap penggunaan aplikasi SIPAKU dalam melakukan 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Di era revolusi industri 4.0, penerapan kebijakan yang berbasis digital sepatutnya tidak 

dilakukan setengah hati. Diskominfo diharapkan dapat mengembangkan Aplikasi SIPAKU 

sedemikian rupa sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengecekan prosesnya saja tetapi 

dari pengajuan awal hingga dokumen tercetak dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat 

dimanapun ia berada hanya dengan bermodalkan perangkat handphone atau komputer dan 

jaringan internet sehingga proses efisiensi yang dilakukan pada instansi tidak setengah-

setengah. Masyarakat juga tidak dibebani dengan biaya transportasi untuk melakukan 

pengajuan dan pengambilan dokumen, yang terpenting pengurusan dokumen tidak menyita 

banyak waktu yang dimiliki masyarakat sehingga kesadaran masyarakat dalam memperbaharui 

dokumen kependudukan dapat meningkat. Atau dapat dilakukan integrasi dengan aplikasi 

kependudukan lainnya agar penggunaannya semakin baik. 

2. Dalam menerapkan suatu program juga perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi secara 

berkala agar dapat menjadi masukan baik untuk pelayanan yang diberikan di Kecamatan 

maupun pihak penyedia aplikasi. Selain itu proses monitoring dan evaluasi ini juga dapat 

mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan memberikan dampak yang signifikan untuk 

masyarakat. 
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